


















































































































































































































































 
LAMPIRAN XXXII 
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/2023 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI 
 

 
 

 
 

 

 

PEMERINTAH KOTA BEKASI 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) DALAM RANGKA PENYUSUNAN NERACA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI 
 

 
Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD   

Kabag. Hukum   

Kabag. Organisasi   

 

 
  

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD   

Kabag. Hukum   

Kabag. Organisasi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nomor SOP XXXII 

Tanggal Pembuatan  

Tanggal Revisi  

Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023 

Disahkan Oleh WALI  KOTA BEKASI 

Nama SOP PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) DALAM RANGKA 

PENYUSUNAN NERACA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI 
 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi. 

1. Pendidikan Minimal  D3 

2. Menguasai MS office  

3. Memahami aturan tentang Penilaian BMD 

4. Memahami aturan tentang BMD 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 

SOP Pencatatan Dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada PD Yang Memiliki Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)  Atau Unit Kerja Lainnya Yang Sejenis pada 

BPKAD Kota Bekasi 

1. Komputer 

2. Printer  

3. ATK 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika  Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) Dalam Rangka Penyusunan Neraca 

Pemerintah Daerah Kota Bekasi tidak dilakukan maka dikhawatirkan nilai neraca 

Barang Milik Daerah Kota Bekasi tidak akurat  

Neraca Aset / Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi 

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) DALAM RANGKA PENYUSUNAN NERACA PEMERINTAH DAERAH 

No Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku   

Ket. 

  

  

Wali Kota 
Pengelola 

Barang 

Pejabat 

Penatausahaan 

Barang 

Tim 

Penilai 

Pengguna 

Barang 

Persyaratan/  

Kelengkapan 
Waktu Output 

1. 

 

 

 

a. Menginventarisasi BMD yang akan 

dinilai 

b. Mengajukan usulan BMD yang akan 

dilakukan penilaian 

 

 

 

   

1. Dokumen perolehan 

2. Daftar rekapitulasi      

BMD yang akan dinilai 

 

2 jam 

 

 

 

Daftar rekapitulasi BMD 

yang akan dinilai 

Surat usulan penilaian 

BMD 

 

 

2. 

 

Memerintahkan Pejabat Penatausahaan 

Barang untuk membentuk Tim Penilai 
 

 
   

Surat usulan penilaian 

BMD 

15 

menit 

Disposisi surat 

 
 

3. 

 

 

Mengajukan penetapan Tim Penilai BMD 

kepada Wali Kota 

 

 

 
 

  

Draft Keputusan Wali 

Kota tentang Tim Penilai 

BMD 

1 jam 
Draft Keputusan Wali Kota 

tentang Tim Penilai BMD 
 

4. 

 

 

Menetapkan Tim Penilai BMD 

 

 

 

    

Draft Keputusan Wali 

Kota tentang Tim Penilai 

BMD 

1 hari 

Keputusan Wali Kota 

tentang Tim Penilai BMD 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Melaksanakan penilaian BMD 

berdasarkan nilai perolehan sesuai 

dengan dokumen perolehannya,  

Terhadap BMD berupa tanah, apabila 

tidak ditemukan nilai BMD pada 

dokumen perolehan, Pengelola Barang 

memerintahkan kepada Bapenda untuk 

menetapkan NJOP tanah yang 

memerlukan penilaian sesuai dengan 

tahun dokumen perolehan 

b. Membuat Berita Acara Penilaian BMD 

 

 

 

   

- Dokumen perolehan 

- Surat permohonan 

penerbitan Surat 

Keterangan NJOP, 

Surat Keterangan 

NJOP 

- Daftar/ dokumen 

rujukan nilai taksiran 

- Nilai BMD 

-  

 

 

3 hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA Penilaian BMD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD   

Kabag. Hukum   

Kabag. Organisasi   

 
 
 

 

1 





 
 

LAMPIRAN XXXIII 

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI 
NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/2023 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI 

 
 

 
 
 

 

 

 

PEMERINTAH KOTA BEKASI 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENILAIAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) MELALUI MEKANISME SEWA  
 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD   

Kabag. Hukum   

Kabag. Organisasi   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Nomor SOP XXXIII 

Tanggal Pembuatan  

Tanggal Revisi  

Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023 

Disahkan Oleh WALI  KOTA BEKASI 

Nama SOP PENILAIAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN BARANG MILIK 

DAERAH (BMD) MELALUI MEKANISME SEWA 

 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi. 

1. Pendidikan Minimal  D3 

2. Menguasai MS office  

3. Memahami aturan tentang Penilaian BMD 

4. Memahami aturan tentang BMD 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 

SOP Pencatatan dan Pelaporan pada Pengguna Barang pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi 

1. Komputer 

2. Printer  

3. ATK 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Melalui 

Mekanisme Sewa tidak dilakukan maka akan menghambat proses pelaksanaa 

sewa 

Data NilaI Barang Milik Daerah 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD   

Kabag. Hukum   

Kabag. Organisasi   

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 





 
LAMPIRAN XXXIV 
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/2023 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI 
 

 
 

 
 

 

 

PEMERINTAH KOTA BEKASI 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENILAIAN DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)  
 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD   

Kabag. Hukum   

Kabag. Organisasi   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Nomor SOP XXXIV 

Tanggal Pembuatan  

Tanggal Revisi  

Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023 

Disahkan Oleh WALI  KOTA BEKASI 

Nama SOP PENILAIAN DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN BARANG 

MILIK DAERAH (BMD) 
 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi. 

1. Pendidikan Minimal  D3 

2. Menguasai MS office  

3. Memahami aturan tentang Penilaian BMD 

4. Memahami aturan tentang BMD 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 

SOP Pencatatan dan Pelaporan pada Pengguna Barang pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi 

1. Komputer 

2. Printer  

3. ATK 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika Penilaian Dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) tidak 

dilakukan maka dikhawatirkan terjadi ketidaksesuaian Neraca Barang Milik daerah 

Data Nilai Barang Milik Daerah  

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD   

Kabag. Hukum   

Kabag. Organisasi   

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENILAIAN DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) 

No 

  

  

  

  

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 
  

Ket 

  
Wali Kota 

Pengelola 

Barang 

Pejabat 

Penatausahaan 

Barang 

Tim 

Penilai/KPKNL 

Pengguna 

Barang 

Persyaratan/  

Kelengkapan 
Waktu Output 

1. a. Menginventarisasi BMD yang akan 

dinilai 
 

 
      

  Dokumen kepemilikan  2 jam Daftar rekapitulasi BMD 

yang akan dinilai 
  

  b. Mengajukan usulan BMD yang akan 

dilakukan penilaian   
  

      
Daftar rekapitulasi 

BMD yang akan dinilai 

30 

menit 

Surat usulan penilaian BMD 
  

2. Memerintahkan Pejabat Penatausahaan 

Barang untuk mengajukan permohonan 

penilaian beserta personil penilai kepada 

KPKNL 

  

  
      

Surat usulan penilaian 

BMD 

30 

menit 

Surat permohonan 

penilaian beserta personil 

penilai 
  

3. a. Melaksanakan rapat penetapan Tim 

Penilai 

  

        

Surat usulan personil 

penilai 

30 

menit 

BA hasil rapat 

  

  b. Mengajukan penetapan Tim Penilai 

BMD dan pendamping Tim Penilai 

kepada Wali Kota 

  

        

BA hasil rapat 1 jam Draft Keputusan Wali Kota 

tentang Tim Penilai dan 

pendamping Tim Penilai 
  

4. Menetapkan Tim Penilai BMD dan 

pendamping Tim Penilai 

  

      

  Draft Keputusan Wali 

Kota tentang Tim 

Penilai dan 

pendamping Tim 

Penilai 

1 jam Keputusan Wali Kota 

tentang Tim Penilai dan 

pendamping Tim Penilai   

5. a. Melaksanakan survey penilaian BMD 

      

  

  

Surat Perintah Kantor 

Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang  

2 hari BA Survey Penilaian 

  

  b. Melaksanakan penilaian BMD     
    

  Surat pernyataan 

penguasaan aset 

1 bulan Hasil Penilaian BMD 
  

  c. Melaporkan hasil penilaian BMD 

kepada Pengelola Barang 

        
  Hasil Penilaian BMD 1 jam Laporan Hasil Penilaian 

BMD 
  

    

   

   

 
Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD   

Kabag. Hukum   

Kabag. Organisasi   

1 





LAMPIRAN  XXXV 

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/2023   

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI  

 

 

 

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN  

KEBUTUHAN PENGELOLA BARANG  
 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   



 

 

 

 Nomor SOP XXXV 

Tanggal Pembuatan  

Tanggal Revisi  

Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023 

Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI 

Nama SOP TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN 

KEBUTUHAN PENGELOLA BARANG  

 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi. 

1. Pendidikan Minimal  D3 

2. Menguasai MS office  

3. Memahami peraturan tentang pengelolaan BMD 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 

SOP Penghapusan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kota Bekasi 

 

 

Komputer 

Printer 

ATK 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Tukar Menukar Barang Milik Daerah Berdasarkan Kebutuhan Pengelola Barang 

dilakukan untuk Optimalisasi Barang Milik Daerah 

Data Neraca BMD yang menjadi objek Tukar Menukar 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  ( SOP ) 

TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN KEBUTUHAN PENGELOLA BARANG 

  

No. Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku  

KET 

Wali Kota 
Pengelola 

Barang 
TIM DPRD Persyaratan/Kelengkapan Waktu  

Output 

1. 

 

Membentuk Tim Tukar Menukar BMD  

 

    Permohonan tukar menukar 

BMD 

1 hari SK TIM  

2. a. Melakukan Penelitian BMD yang akan 

ditukarkan  dan Barang pengganti 

meliputi: 

1) Penelitian Kelayakan tukar menukar, 

baik dari aspek teknis, ekonomis 

maupun yuridis; 

2) Penelitian data administratif, dan 

3) Penelitian fisik 

b. Melaporkan dan membuat BA hasil 

penelitian kepada pengelola barang 

untuk disampaikan kepada Wali Kota  

    Permohonan Tukar Menukar 3 hari BA hasil 

penelitian tukar 

menukar BMD 

 

3. Menetapkan BMD menjadi objek tukar 

menukar 

    BA hasil penelitian tukar 

menukar BM 

1 jam SK Penetapan 

objek tukar 

menukar BMD 

 

4. a. Menyusun rencana kebutuhan barang 

pengganti, jika permohonan tukar 

menukar disetujui Wali Kota  

b. Melakukan penilaian BMD yang 

ditukarkan dan barang pengganti, serta 

menyampaikan hasil penilaian BMD 

kepada Wali Kota (dapat menunjuk 

Penilai)  

    Dokumen spesifikasi barang 

pengganti 

 

 

Draft Penilaian barang 

pengganti 

1 hari 

 

 

 

7 hari 

Rencana barang 

pengganti 

 

 

Laporan hasil 

Penilaian BMD 

sebagai objek 

yang ditukarkan 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 
Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   

1 

 



 

No. Uraian Prosedur 

Pelaksana 

 

Mutu Baku  

KET 

Wali Kota 
Pengelola 

Barang 
TIM DPRD Persyaratan/Kelengkapan Waktu  

Output 

5. 

 

a. Melakukan penetapan mitra tukar 

menukar dan menerbitkan keputusan 

tukar menukar  

 

b. Meminta persetujuan DPRD (untuk 

tukar menukar BMD yang memerlukan 

persetujuan DPRD) 

 

    Laporan hasil Penilaian BMD 

sebagai objek yang ditukarkan 

 

 

Surat persetujuan serta data 

BMD sebagai objek tukar 

menukar 

1 jam SK Penetapan 

mitra tukar 

menukar 

 

Surat 

permohonan 

persetujuan 

DPRD 

 

6. a. Menyetujui atau menolak tukar 

menukar  (untuk tukar menukar BMD 

yang memerlukan persetujuan DPRD) 

 

b. Menerbitkan surat persetujuan tukar 

menukar (untuk tukar menukar BMD 

yang memerlukan persetujuan DPRD) 

    Surat Permohonan 

Persetujuan DPRD 

 

 

Draft Surat Permohonan 

 

1 hari BA hasil 

penelitian 

tukar menukar 

BMD 

Surat 

Persetujuan 

 

7. Membuat naskah perjanjian tukar menukar     Surat Persetujuan serta data 

BMD sebagai objek tukar 

menukar 

1 hari Naskah 

perjanjian 

tukar menukar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   

1 

 

 

 

2 





LAMPIRAN XXXVI 

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/2023  

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI  

 

 

 

 

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERMOHONAN PIHAK LAIN  

 

 

 

 

 
 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   



 

 Nomor SOP XXXVI 

Tanggal Pembuatan  

Tanggal Revisi  

Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023 

Disahkan Oleh WALI  KOTA BEKASI 

Nama SOP TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN 

PERMOHONAN PIHAK LAIN   

 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah; 

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi. 

1. Pendidikan Minimal  D3 

2. Menguasai MS office  

3. Memahami peraturan tentang pengelolaan BMD 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 

SOP Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah 

 

 

Komputer 

Printer 

ATK 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Tukar Menukar Barang Milik Daerah Berdasarkan Permohonan Pihak Lain dilakukan 

untuk Optimalisasi Barang Milik Daerah 

Data Neraca Barang Milik Daerah yang menjadi objek tukar menukar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  ( SOP ) 

TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERMOHONAN PIHAK LAIN  

No. Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku  

KET 

Wali Kota 
Pengelola 

Barang 

Pengguna 

Barang 
TIM DPRD Mitra 

Persyaratan/ 

Kelengkapan 
Waktu  Output 

1.  Mengajukan Permohonan tukar menukar kepada 

Wali Kota 

      Permohonan tukar 

menukar BMD 

30 

menit 

Permohonan 

tukar menukar 

 

2.  Membentuk Tim tukar menukar BMD       Permohonan tukar 

menukar BMD 

1 hari SK Tim  

3.  Melakukan Penelitian BMD yang akan ditukarkan  

dan Barang pengganti meliputi: 

a. Penelitian Kelayakan tukar menukar, baik dari 

aspek teknis, ekonomis maupun yuridis; 

b. Penelitian data administratif, dan 

c. Penelitian fisik, kemudian melaporkan dan 

membuat BAST hasil penelitian kepada 

pengelola barang untuk disampaikan kepada 

Wali Kota  

      Permohonan Tukar 

Menukar 

3 hari BA hasil 

penelitian tukar 

menukar BMD 

 

4.  Menetapkan BMD menjadi objek tukar menukar       BA hasil penelitian 

tukar menukar BM 

1 hari SK Penetapan 

objek tukar 

menukar 

 

5.  a. Menyusun rencana kebutuhan barang 

pengganti, jika permohonan tukar menukar 

disetujui Wali Kota  

b. Melakukan penilaian BMD yang ditukarkan dan 

barang pengganti, serta menyampaikan hasil 

penilaian BMD kepada Wali Kota (dapat 

menunjuk Penilai)  

      Dokumen 

spesifikasi barang 

pengganti 

 

Draft Penilaian 

barang pengganti 

1 hari 

 

 

 

 

1. Laporan hasil 

penelitian BMD 

sebagai objek 

yang ditukarkan 

2. Surat 

persetujuan 

serta data BMD 

sebagai objek 

tukar menukar 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   

1 

 



No. Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku  

KET 

Wali Kota 
Pengelola 

Barang 

Pengguna 

Barang 
TIM DPRD 

 

Mitra 

 
Persyaratan/Kelengkapan Waktu  Output 

6.  

 

a. Melakukan penetapan mitra tukar 

menukar dan menerbitkan keputusan 

tukar menukar  

b. Meminta persetujuan DPRD (untuk tukar 

menukar BMD yang memerlukan 

persetujuan DPRD) 

      Laporan hasil Penilaian BMD 

sebagai objek yang ditukarkan 

 

Surat persetujuan serta data BMD 

sebagai objek tukar menukar 

30 

menit 

1. SK Penetapan 

mitra tukar 

menukar 

2. Surat 

permohonan 

persetujuan 

DPRD 

 

7.  a. Menyetujui atau menolak tukar menukar  

(untuk tukar menukar BMD yang 

memerlukan persetujuan DPRD) 

b. Menerbitkan surat persetujuan tukar 

menukar (untuk tukar menukar BMD 

yang memerlukan persetujuan DPRD) 

      1. Surat Permohonan Persetujuan 

DPRD 

2. Draft Surat 

Persetujuan/penolakan 

 

2 jam Surat 

persetujuan 

/penolakan 

 

8.  Membuat naskah perjanjian tukar menukar       Surat Persetujuan serta data BMD 

sebagai objek tukar menukar 

1 hari Naskah 

perjanjian 

tukar menukar 

 

9.  

 

a. Menandatangani perjanjian tukar 

menukar dengan pihak mitra tukar 

menukar BMD 

b. Membentuk Tim monitoring pelaksanaan 

pengadaan/pembangunan  barang 

pengganti 

      Naskah perjanjian tukar menukar 

 

Dokumen perjanjian tukar 

menukar 

   1 jam Dokumen 

perjanjian 

tukar menukar  

SK Tim 

 

10.  a. Melakukan penilaian kesesuaian barang 

pengganti dengan perjanjian tukar 

menukar 

b. Meneliti kelengkapan dokumen barang 

pengganti 

      1. SK Tim monitoring 

2. Kertas kerja penilaian 

 

 

 

3 hari Dokumen 

penilaian 
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LAMPIRAN  XXXVII 

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/2023  

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI  

 

 

 

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG  
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Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   



 Nomor SOP XXXVII 

Tanggal Pembuatan  

Tanggal Revisi  

Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023 

Disahkan Oleh WALI  KOTA BEKASI 

Nama SOP PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA 

BARANG 

 

 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi. 

1. Pendidikan Minimal  D3 

2. Menguasai MS office  

3. Memahami peraturan tentang pengelolaan BMD 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 

SOP Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah 

 

 

1. Komputer 

2. Printer 

3. ATK 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Penyertaan Modal Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang dilakukan untuk 

pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) 

 

Data BMD yang menjadi Penyertaan Modal 
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PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  ( SOP ) 

PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG 

 

No. Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku  

 

Ket Wali Kota 

Pengelola 

Barang/Pejabat 

Penatausahaan Barang 

Tim 

Penyertaan 

Modal 

 

DPRD 
Persyaratan/ 

Kelengkapan 
Waktu  

Output 

1 Mengajukan usul Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah kepada Wali Kota   

    1. Data BMD sebagai 

penyertaan Modal 

2. Pertimbangan 

penyertaan Modal 

1 hari Usulan penyertaan 

modal 

 

2 Membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji 

usul yang disampaikan oleh Pengelola barang   

    Dokumen usulan pemindah 

tanganan dengan 

penyertaan Modal 

1 hari SK.Tim Penyertaan 

Modal 

 

3 Melaksanakan kajian bersama dengan calon 

penerima penyertaan modal antara lain: 

a. Membuat analisis kelayakan investasi yang 

dilakukan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

b. Data administratife, diantaranya: Tahun 

perolehan, spesifikasi/identitas teknis, 

bukti kepemilikan, kode barang, kode 

register, nama barang, nilai perolehan dan 

nilai buku 

c. Kesesuaian tujuan penyertaan modal 

Pemerintah Daerah, melaporkan hasilnya 

kepada Wali Kota  

d. Penilaian BMD yang akan menjadi 

Penyertaan Modal 

e. Menyampaikan surat pernyataan 

kesediaan menerima penyertaan modal 

pemerintah daerah yang berasal dari BMD 

  

 

  1. Data BMD sebagai 

penyertaan Modal 

2. Pertimbangan 

penyertaan Modal  

14 hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dokumen analisis 

kelayaakan 

penyertaan Modal 

2. Hasil penilaian 

BMD 

3. Dokumen 

administrasi 

penyertaan modal 

BMD 

4. Surat pernyataan 

kesediaan 

menerima 

penyertaan modal 

pemerintah daerah 

yang berasal dari 

BMD 
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Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     
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No. Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku  

 

Ket Wali 

Kota 

Pengelola 

Barang/Pejabat 

Penatausahaan 

Barang 

Tim 

Penyertaan 

Modal 

 

DPRD Persyaratan/ 

Kelengkapan 
Waktu  

 

Output 

4 Menyampaikan hasil kajian bersama 

kepada Wali Kota  

    1. Dokumen analisis kelayaakan 

penyertaan Modal 

2. Hasil penilaian BMD 

3. Dokumen administrasi 

penyertaan modal BMD 

30 Menit Surat Permohonan 

persetujuan Penyertaan 

Modal 

 

5 a. Menerbitkan Keputusan Wali Kota 

tentang persetujuan penyertaan modal 

b. Mengajukan permohonan persetujuan 

kepada DPRD 

 

    1. Dokumen hasil Tim penyertaan 

modal daerah 

2. Draft Keputusan Wali Kota 

tentang persetujuan penyertaan 

modal 

3. Draft surat permohonan tentang 

persetujuan penyertaan modal 

4. SK persetujuan Wali Kota  

4 hari 1. Keputusan Wali Kota 

tentang persetujuan 

penyertaan modal  

2. surat permohonan 

tentang persetujuan 

3. persetujuan DPRD 

4. SK Penetapan 

 

6 a. Memberikan persetujuan/menolak 

permohonan usulan penyertaan modal 

daerah 

b. Menerbitkan Surat Persetujuan 

    1. Draft Keputusan Wali Kota 

tentang persetujuan penyertaan 

modal 

2. Dokumen persetujuan 

penyertaan modal daerah 

3. Draft surat persetujuan/ 

penolakan 

7 hari Surat Persetujuan DPRD  

7 Menetapkan keputusan atas BMD yang 

akan disertakan sebagai penyertaan 

modal 

    1. Dokumen persetujuan DPRD 

2. Draft SK Penetapan 

1 jam SK Penetapan 

Penyertaan Modal 
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LAMPIRAN  XXXVIII 

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/2023   

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI  

 

 

 

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN  

INISIATIF WALI KOTA  
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 Nomor SOP XXXVIII 

Tanggal Pembuatan  

Tanggal Revisi  

Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023 

Disahkan Oleh WALI  KOTA BEKASI 

Nama SOP HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN INISIATIF 

WALI KOTA 

 

 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi. 

1. Pendidikan Minimal  D3 

2. Menguasai MS office  

3. Memahami tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 

SOP Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan 

Aset Daerah 

 

1. Komputer 

2. Printer 

3. ATK 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Hibah Barang Milik Daerah Berdasarkan Inisiatif Wali Kota dilakukan dengan 

Pertimbangan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat 

non komersil dan Penyelenggaraan Pemerintah daerah 

Data Neraca BMD Pemerintah Kota Bekasi 
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LAMPIRAN  XXXIX 

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/2023  

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI  

 

 

 

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

HIBAH BARANG MILIK DAERAH YANG BERDASARKAN  

PERMOHONAN PIHAK LAIN  
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Kabag. Hukum     
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 Nomor SOP XXXIX 

Tanggal Pembuatan  

Tanggal Revisi  

Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023 

Disahkan Oleh WALI  KOTA BEKASI 

Nama SOP HIBAH BARANG MILIK DAERAH YANG BERDASARKAN 

PERMOHONAN PIHAK LAIN 

 

 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah; 

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi. 

1. Pendidikan Minimal  D3 

2. Menguasai MS office  

3. Memahami Tata cara Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 

SOP Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 

Daerah 

 

1. Komputer 

2. Printer 

3. ATK 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Hibah Barang Milik Daerah Yang Berdasarkan Permohonan Pihak Lain dilakukan 

dengan Pertimbangan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang 

bersifat non komersil dan Penyelenggaraan Pemerintah daerah 

Data Neraca Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi 
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PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  ( SOP ) 

HIBAH BARANG MILIK DAERAH YANG BERDASARKAN PERMOHONAN PIHAK LAIN 

No. Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku  

Wali Kota 
Pengelola 

Barang 

Pengguna 

Barang 
Tim Hibah 

Pihak Lain 

(Pemohon) 

Persyaratan/ 

Kelengkapan 
Waktu  

Output Ket. 

1.  Mengusulkan permohonan hibah kepada 

Wali Kota 

  

 

  Data pemohon, alasan permohonan, 

peruntukan hibah, spesifikasi barang 

dimohonkan untuk dihibahkan, jumlah 

barang yang dimohonkan untuk 

dihibahkan, data teknis, surat 

pernyataan kesediaan menerima hibah 

 

 

1 hari 

 

 

 

 

 

 

 

Permohonan hibah  

2. 1a. Menerima dan  mendisposisikan 

permohonan hibah BMD dari Pemohon 

b. Membentuk Tim  

     Permohonan hibah 1 jam SK Tim  

3. 2Melaksanakan penelitian data administratif 

dan fisik dan menyampaikannya kepada 

Wali Kota  

     SK Tim 2 hari BA Penelitian  

4.  Mengusulkan permohonan penetapan 

objek Hibah Kepada Wali Kota    

     1. BA Penelitian 

2. Usulan Hibah 

10 

menit 

Usulan Hibah  

5.  a. Menyetujui atau menolak usulan Hibah 

b. menandatangani surat keputusan 

penetapan objek hibah BMD 

c. Mengajukan Permohonan persetujuan 

hibah kepada DPRD, dalam hal Hibah 

memerlukan persetujuan DPRD 

d. Menandatangani surat keputusan 

pelaksanaan hibah BMD 

e. Menandatangani naskah perjanjian hibah 

bersama penerima hibah 

f. Menandatangani BAST Hibah BMD 

 

     1. Disposisi 

2. Usulan Hibah yang sudah diverifikasi 

3. Peraturan yang sudah diverifikasi 

4. Naskah surat keputusan penetapan 

objek hibah BMD 

5. Draft surat permohonan persetujuan 

hibah 

6. Naskah surat keputusan pelaksanaan 

hibah BMD 

7. SK persetujuan hibah 

8. Draft NPHD 

9. Draft BAST 

2 hari - surat keputusan 

penetapan objek 

hibah BMD 

- NPHD 

- surat 

permohonan 

persetujuan 

hibah 

- surat keputusan 

pelaksanaan 

hibah BMD 

- BAST 
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LAMPIRAN  XL 

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/2023   

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI  

 

 

 

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI  

SUMBANGAN/HIBAH/SUMBER DANA PEMERINTAH PUSAT/PROVINSI/JKN/BOS 
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Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   



 Nomor SOP XL 

Tanggal Pembuatan  

Tanggal Revisi  

Tanggal Pengesahan  10 Maret 2023 

Disahkan Oleh WALI  KOTA BEKASI 

Nama SOP PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI 

SUMBANGAN/HIBAH/ SUMBER DANA PEMERINTAH 

PUSAT/PROVINSI/JKN/BOS 

 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi. 

1. Pendidikan Minimal  D3 

2. Menguasai MS office  

3. Memahami Tata Cara Pengelolaan BMD 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 

SOP Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah 

 

1. Komputer 

2. Printer 

3. ATK 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika Pencatatan Barang Milik Daerah Yang Berasal Dari Sumbangan/Hibah/ Sumber 

Dana Pemerintah Pusat/Provinsi/Jkn/Bos tidak dilakukan maka dapat 

mengakibatkan ketidaksesuaian pada Neraca BMD Pemerintah Kota Bekasi 

 

Data Neraca Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi 
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PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 





LAMPIRAN  XLI 

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/2023  

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI  

 

 

 

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

KOREKSI PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH  

YANG DISEBABKAN KARENA DOUBLE CATAT PADA NERACA  
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 Nomor SOP XLI 

Tanggal Pembuatan  

Tanggal Revisi  

Tanggal Pengesahan  10 Maret 2023 

Disahkan Oleh WALI  KOTA BEKASI 

Nama SOP KOREKSI PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH YANG 

DISEBABKAN KARENA DOUBLE CATAT PADA NERACA 
 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah; 

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi. 

1. Pendidikan Minimal  D3 

2. Menguasai MS office  

3. Memahami tata cara pengelolaan BMD 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 

SOP Rekonsiliasi Aset Tetap Antara  Pengguna Barang Dengan Pengelola Barang  pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi 

1. Komputer 

2. Printer 

3. ATK 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika Koreksi Pencatatan Barang Milik Daerah Yang Disebabkan Karena Double Catat Pada 

Neraca tidak dilakukan maka dapat mengakibatkan kesalahan pencatatan pada Neraca 

BMD Pemerintah Kota Bekasi 

 

Data Neraca BMD Pemerintah Kota Bekasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 
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Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  ( SOP ) 

KOREKSI PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH YANG DISEBABKAN  

KARENA DOUBLE CATAT PADA NERACA  

 

No. 

  

 Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku  

Ket Pengelola 

Barang 

Pejabat Penatausahaan 

Barang  

Pengguna 

Barang 

Persayaratan/ Kelengkapan Waktu Output 

1 a. Menginventarisir kemungkinan 

double catat data Aset Tetap pada 

KIB antar SKPD  

 

 

    Kartu Inventaris Barang  1 jam Usulan barang yang 

dobel catat  

  

  b. Menelaah data dan memerintahkan 

Pengguna Barang untuk 

menyampaikan data yang double 

catat 

      Lembaran kertas kerja yang 

berisi data yang double 

catat pada KIB SKPD 

1 jam Usulan barang yang 

double catat  

  

2 Memeriksa keberadaan fisik BMD yang 

diperkirakan double catat  

      KIB dan Lembar kertas kerja 

verifikasi 

1 jam Disposisi   

3 Memverifikasi data double catat :    

- untuk tanah data yang dianggap valid 

adalah pada pencatatan tahun 

perolehan awal,  

- untuk peralatan dan mesin 

berdasarkan keberadaan fisik di SKPD,     

- untuk bangunan dan jalan dilakukan 

kapitalisasi                                                      

      KIB dan Lembar kertas kerja 

verifikasi 

1 jam Hasil kertas kerja 

yang sudah 

diverifikasi 

  

4 a. Membuat BA double catat yang   

ditandatangani oleh Pengguna 

Barang terkait 

      Draft BA double catat 3 hari BA double catat   

  b. Melaporkan hasil pemeriksaan fisik 

BMD yang double catat kepada 

pengelola barang  

           

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   

1 





LAMPIRAN  XLII 

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/2023  

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI  

 

 

 

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI SUMBANGAN/HIBAH/SUMBER DANA SELAIN 

PEMERINTAH PUSAT/PROVINSI/JKN/BOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   



 Nomor SOP XLII 

Tanggal Pembuatan  

Tanggal Revisi  

Tanggal Pengesahan  10 Maret 2023 

Disahkan Oleh WALI  KOTA BEKASI 

Nama SOP PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI 

SUMBANGAN/HIBAH/ SUMBER DANA SELAIN PEMERINTAH 

PUSAT/PROVINSI/JKN/BOS 

 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi. 

1. Pendidikan Minimal  D3 

2. Menguasai MS office  

3. Memahami Tata Cara Pengelolaan BMD 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 

SOP Rekonsiliasi Aset Tetap Antara  Pengguna Barang Dengan Pengelola Barang 

pada BPKAD Kota Bekasi 

1. Komputer 

2. Printer 

3. ATK 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika Pencatatan Barang Milik Daerah Yang Berasal Dari Sumbangan/Hibah/ Sumber 

Dana Selain Pemerintah Pusat/Provinsi/Jkn/Bos tidak dilakukan maka dapat 

mengakibatkan ketidaksesuaian pada Neraca BMD Pemerintah Kota Bekasi 

 

Data Neraca BMD Pemerintah Kota Bekasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     
Kabag. Hukum     
Kabag. Organisasi   

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  ( SOP ) 

PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI SUMBANGAN/HIBAH/ SUMBER  

DANA SELAIN PEMERINTAH PUSAT/PROVINSI/JKN/BOS  

No. Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku  

 

Ket 
Wali Kota 

Pengelola 

Barang 

Pejabat 

Penatausahaan 

Barang 

Pengguna 

Barang 

Persyaratan/ 

Kelengkapan 

 

Waktu  

 

Output 

1.  a. Menerima surat pemberitahuan rencana hibah dari 

pihak ketiga (swasta/organisasi/pihak lain) 

 

b. Memerintahkan kepada pengelola Barang untuk 

melaksanakan penelitian atas rencana pemberian hibah  

  

 

 Surat rencana 

Pemberian hibah 

 

 

 

 

 30 menit 

 

 

  

  

 

Disposisi 

 

 

 

 

2. 1Memerintahkan    pejabat penatausahaan Barang untuk 

meneliti rencana pemberian hibah 

    Surat rencana 

Pemberian hibah 

15 menit disposisi  

3. 2a. Mengkoordinasikan dengan calon pemberi bantuan, 

meneliti barang berupa tanah/bangunan atau barang 

selain tanah/bangunan yang akan 

disumbangkan/hibahkan meliputi: 

1 Legalitas Barang 

2 Bebasnya barang dari segala beban dan/atau 

berbagai pungutan/kewajiban apapun 

3 Meneliti keabsahan nilai barang 

b. Meneliti dan menganalisa baik atau tidaknya barang 

yang akan diserahterimakan dan melaporkannya 

kepada Pengelola barang 

    1. BA Penelitian 

2. Dokumen hibah 

2 hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Dinas 

hasil 

penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Mengajukan usul kepada Wali Kota untuk menerima atau 

menolak sumbangan/hibah dalam bentuk nota Dinas/ 

surat  

    Nota Dinas hasil 

penelitian menolak 

sumbangan 

hibah/menerima 

sumbangan hibah 

30 menit Nota Dinas 

hasil 

penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     
Kabag. Hukum     
Kabag. Organisasi   

1 





LAMPIRAN  XLIII 

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/2023  

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI  

 

 

 

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENCATATAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) ATAU UNIT KERJA LAINNYA YANG SEJENIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   



 Nomor SOP XLIII 

Tanggal Pembuatan  

Tanggal Revisi  

Tanggal Pengesahan  10 Maret  2023 

Disahkan Oleh WALI  KOTA BEKASI 

Nama SOP PENCATATAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH  PADA 

PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DAERAH (UPTD)  ATAU UNIT KERJA LAINNYA YANG SEJENIS 

 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi. 

1. Pendidikan Minimal  D3 

2. Menguasai MS office  

3. Memahami tata cara pengelolaan BMD 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 

SOP Rekonsiliasi Aset Tetap Antara  Pengguna Barang Dengan Pengelola Barang 

pada BPKAD Kota Bekasi 

1. Komputer 

2. Printer 

3. ATK 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika Pencatatan Dan Pelaporan Barang Milik Daerah  Pada Perangkat Daerah 

Yang Memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)  Atau Unit Kerja Lainnya 

Yang Sejenis tidak dilakukan maka mengakibatkan ketidaksesuaian Neraca 

Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi 

Data Neraca Barang Milik Daerah Kota Bekasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  ( SOP ) 

PENCATATAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI UNIT PELAKSANA  

TEKNIS DAERAH (UPTD)  ATAU UNIT KERJA LAINNYA YANG SEJENIS 

 

 

 

 

 

 

No. Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku  

 

KET Pengelola 

Barang 

 

Pejabat 

Penatausahaan 

Barang 

Pengguna 

Barang 

 

(UPTD/UPP/Kelurahan

/Sekolah menengah 

Pertama atau Unit 

kerja lainnya yang 

sejenis 

 

Sekolah 

Dasar 

Persyaratan/ 

Kelengkapan 

 

Waktu 

  

 

Output 

 

1 Melaporkan rekapan 

penerimaan/penggunaan/pengadaan 

BMD pada unit kerjanya 

     Rekap laporan Mutasi 

BMD, Salinan BAST 

Barang/BAST Hibah/Faktur 

Pembelian/kertas kerja 

2 hari Rekap 

Mutasi 

BMD 

 

2 Meneliti kesesuaian rekap mutasi dan 

bukti mutasi serta nilai perolehan, jika 

sesuai melaporkan mutasi BMD dari 

unit kerjanya kepada pengguna barang, 

jika tidak sesuai dikembalikan kepada 

pelaksana 

   

 

 

  Rekap laporan Mutasi 

BMD, Salinan BAST 

Barang/BAST Hibah/Faktur 

Pembelian/kertas kerja 

1 hari Rekap 

Mutasi 

BMD 

 

3 Meneliti kesesuaian rekap mutasi dan 

bukti mutasi serta nilai perolehan, jika 

sesuai melaporkan mutasi Barang Milik 

Daerah dari unit kerjanya kepada 

pengelola barang, jika tidak sesuai 

dikembalikan kepada 

UPTD/UPT/Kelurahan/SMP 

     Rekap laporan Mutasi 

BMD, Salinan BAST 

Barang/BAST Hibah/Faktur 

Pembelian/kertas kerja 

2 hari Rekap 

Mutasi 

BMD 

 

4 Memerintahkan pejabat penatausahaan 

barang untuk melakukan validasi 

terhadap laporan mutasi pengguna 

barang 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

      

       

 Rekap laporan Mutasi 

BMD, Salinan BAST 

Barang/BAST Hibah/Faktur 

Pembelian/kertas kerja 

1 hari Rekap 

Mutasi 

BMD 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   
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LAMPIRAN  XLIV 

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/2023  

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI  

 

 

 

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENCATATAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN  

 

 

 
 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     
Kabag. Hukum     
Kabag. Organisasi   



 

 

 Nomor SOP XLIV 

Tanggal Pembuatan  

Tanggal Revisi  

Tanggal Pengesahan  10 Maret 2023 

Disahkan Oleh WALI  KOTA BEKASI 

Nama SOP PENCATATAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH 

BERUPA  JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 

 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi. 

1. Pendidikan Minimal  D3 

2. Menguasai MS office  

3. Memahami tata cara pengelolaan BMD 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 

SOP Rekonsiliasi Aset Tetap antara  Pengguna Barang Dengan Pengelola Barang 

Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi 

 

 

1. Komputer 

2. Printer 

3. ATK 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika Pencatatan Dan Pelaporan Barang Milik Daerah Berupa  Jalan, Irigasi Dan 

Jaringan tidak dilakukan maka mengakibatkan ketidaksesuaian Neraca Barang Milik 

Daerah Pemerintah Kota Bekasi 

Neraca Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  ( SOP ) 

PENCATATAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 

No. Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku  

Ket. 
Pengelola 

Barang 

Pejabat 

Penatausahaan 

Barang 

Pengguna 

Barang 

Pelaksana 

Kegiatan  

Persyaratan/  

Kelengkapan 
Waktu  

 

Output 

1 Melaporkan rekap Mutasi Pengguna 

Barang kepada Pengguna Barang 

   

 

 

 Rekap laporan mutasi BMD, Salinan BAST 

Barang/BASTHibah/Faktur pembelian/ kertas 

kerja inventaris/Dokumen sejenis 

2 hari Rekapitulasi  

mutasi BMD 

 

2 a. Meneliti kesesuaian rekap mutasi dan 

bukti mutasi serta nilai perolehan, jika 

sesuai melaporkan rekapan mutasi 

BMD dari unit kerjanya kepada 

pengguna barang, jika tidak sesuai 

dikembalikan kepada pelaksana 

kegiatan untuk di perbaiiki 

b. Merekap mutasi BMD secara terperinci 

sesuai jumlah  dan spesifikasi teknis 

barang  

 

c. Meneliti Data jalan, irigasi, dan 

jaringan pada KIB dan rekap laporan 

 

d. Melaksanakan Kapitalisasi atau 

Penggabungan nilai jalan, irigasi dan 

jaringan pada KIB dan rekap laporan 

 

e. Melaporkan rekap Mutasi BMD kepada 

Pengelola Barang melalui Pejabat 

Penatausahaan Barang 

 

    Rekap laporan mutasi BMD, Salinan BAST 

Barang/BASTHibah/Faktur Pembelian/kertas 

kerja inventaris/Dokumen sejenis  

 

 

 

Rekap laporan mutasi BMD, Salinan BAST 

Barang/BASTHibah/Faktur Pembelian/kertas 

kerja inventaris/Dokumen sejenis 

 

 

Hasil Validasi BMD 

 

 

Hasil perbandingan data jalan dan KIB 

 

 

 

Rekap laporan mutasi BMD, Salinan BAST 

Barang/BASTHibah/Faktur Pembelian/kertas 

kerja inventaris/Dokumen sejenis 

6 jam 

 

 

 

 

 

 

6 jam 

 

 

 

30 

menit 

 

30 

menit 

 

 

30 

menit 

Rekapitulasi  

mutasi BMD 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi  

mutasi BMD  

 

 

Hasil perbandingan 

data jalan dan KIB 

 

Nilai Jalan yang 

telah dikapitalisasi 

 

 

Rekapitulasi  

mutasi BMD 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   
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LAMPIRAN  XLV 

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/2023  

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI  

 

 

 

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

VALIDASI BARANG MILIK DAERAH UNTUK PENCATATAN ASET TETAP (SELAIN TANAH JALAN BERNILAI Rp.0 DAN Rp.1  

DAN PRASARANA SARANA UTILITAS PADA NERACA TANPA BERITA ACARA SERAH TERIMA) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     
Kabag. Hukum     
Kabag. Organisasi   



 Nomor SOP XLV 

Tanggal Pembuatan  

Tanggal Revisi  

Tanggal Pengesahan  10 Maret 2023 

Disahkan Oleh WALI  KOTA BEKASI 

Nama SOP VALIDASI BARANG MILIK DAERAH UNTUK PENCATATAN ASET 

TETAP (SELAIN TANAH JALAN BERNILAI Rp.0 DAN Rp.1  DAN 

PRASARANA SARANA UTILITAS PADA NERACA TANPA BERITA 

ACARA SERAH TERIMA) 

 
 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi. 

1. Pendidikan Minimal  D3 

2. Menguasai MS office  

3. Memahami tata cara pengelolaan BMD 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 

SOP Rekonsiliasi Aset Tetap Antara  Pengguna Barang Dengan Pengelola Barang 

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

 

1. Komputer 

2. Printer 

3. ATK 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika Validasi Barang Milik Daerah Untuk Pencatatan Aset Tetap (Selain Tanah Jalan 

Bernilai Rp.0 Dan Rp.1  Dan Prasarana Sarana Utilitas Pada Neraca Tanpa Berita 

Acara Serah Terima) tidak dilakukan maka mengakibatkan ketidaksesuaian Neraca 

Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi 

 

Data Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 





LAMPIRAN  XLVI 

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/2023   

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI  

 

 

 

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

VALIDASI BARANG MILIK DAERAH UNTUK PENCATATAN ASET TETAP (TANAH JALAN BERNILAI Rp.0 DAN Rp.1  

DAN PRASARANA SARANA UTILITAS PADA NERACA TANPA BERITA ACARA SERAH TERIMA) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     
Kabag. Hukum     
Kabag. Organisasi   



 Nomor SOP XLVI 

Tanggal Pembuatan  

Tanggal Revisi  

Tanggal Pengesahan  10 Maret 2023 

Disahkan Oleh WALI  KOTA BEKASI 

Nama SOP VALIDASI BARANG MILIK DAERAH UNTUK PENCATATAN ASET TETAP 

(TANAH JALAN BERNILAI Rp.0 DAN Rp.1 DAN PRASARANA SARANA 

UTILITAS PADA NERACA TANPA BERITA ACARA SERAH TERIMA) 

 

 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi. 

1. Pendidikan Minimal  D3 

2. Menguasai MS office  

3. Memahami tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 

SOP Rekonsiliasi Aset Tetap Antara  Pengguna Barang Dengan Pengelola Barang 

Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi  

 

1. Komputer 

2. Printer 

3. ATK 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika Validasi Barang Milik Daerah Untuk Pencatatan Aset Tetap (Tanah Jalan 

Bernilai Rp.0 Dan Rp.1 Dan Prasarana Sarana Utilitas Pada Neraca Tanpa Berita 

Acara Serah Terima) tidak dilakukan maka mengakibatkan ketidaksesuaian 

Neraca Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi 

 

Data Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  ( SOP ) 

VALIDASI BARANG MILIK DAERAH UNTUK PENCATATAN ASET TETAP (TANAH JALAN BERNILAI Rp.0 DAN Rp.1 

DAN PRASARANA SARANA UTILITAS PADA NERACA TANPA BERITA ACARA SERAH TERIMA) 

No Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

  

Ket 
Wali 

Kota 

Pengelola 

Barang 

Pejabat 

Penatausahaan 

Barang 

Kepala 

Bapenda 

Pengguna 

Barang 

Tim 

Validasi 

Tim 

Verifikasi 

Persyaratan/Kelengkap

an 
Waktu Output 

1 Mengajukan usulan BMD yang 

akan divalidasi untuk BMD yang 

telah diverifikasi dan memenuhi 

persyaratan verifikasi 

 

  

          

Usulan BMD yang 

akan divalidasi 

30 

menit 

Surat usulan 

  

2 a. Memerintahkan Pejabat 

Penatausahaan Barang untuk 

membuat draft Keputusan Wali 

Kota tentang Tim Validasi dan 

melakukan validasi BMD 

b. Melaksanakan invetarisasi 

Barang Milik Daerah yang akan 

divalidasi 

    

    

    

  a. Surat Usulan 

b. Rekap Laporan 

mutasi BMD, Salinan 

BAST Barang/BAST 

hibah / Faktur 

Pembelian/Kertas 

Kerja Inventaris/ 

Dokumen sejenis 

1 hari - Disposisi 

surat 

- Rekapitulasi 

mutasi BMD 

- Draft 

Keputusan 

Wali tentang 

Kota Tim 

Validasi 

  

3 Mengajukan draft Keputusan Wali 

Kota tentang Tim Validasi 

  

  
  

 
  

    

  Draft Keputusan Wali 

Kota tentang Tim 

Validasi 

30 

menit 

Draft 

Keputusan 

Wali Kota 

  

4 Menetapkan Keputusan Wali Kota 

tentang Tim Validasi 

  

      

    

  Draft Keputusan Wali 

Kota 

1 hari Keputusan 

Wali Kota   

5 Menerbitkan print screen NJOP 

terhadap bidang tanah yang akan 

divalidasi 

  

  

  

        

Rekap Laporan mutasi 

BMD, Salinan BAST 

Barang/BAST hibah / 

Faktur 

Pembelian/Kertas 

Kerja Inventaris/ 

Dokumen sejenis 

1 hari Print screen 

NJOP 

  

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     
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No Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku  

Ket 
Wali 

Kota 

Pengelola 

Barang 

Pejabat 

Penatausahaan 

Barang 

Kepala 

Bapenda 

Pengguna 

Barang 

Tim 

Validasi 

Tim 

Verifikasi 

Persyaratan/ 

Kelengkapan 
Waktu Output 

6 a. Melaksanakan perhitungan penilaian 

bidang tanah yang akan divalidasi 

  
  

  
        

Print Screen NJOP 1 jam Hasil penilaian 

BMD 

 

  b. Mengajukan penerbitan Keputusan Wali 

Kota tentang Penetapan Penilaian BMD  

  

  

  

        

Hasil Penilaian BMD 30 

menit 

Draft 

Keputusan 

Wali Kota 

 

7 Menetapkan nilai BMD   
            

Draft Keputusan 

Wali Kota 

15 

menit 

Keputusan 

Wali Kota 

 

8 Melaksanakan uji petik (jika diperlukan) hasil 

pengukuran/verifikasi Tim Verifikasi (2 titik 

per kecamatan) Untuk tanah jalan yang 

bernilai Rp.0 dan Rp.1 

  

            

Hasil Verifikasi Tim 

Verifikasi, KIB A, 

Lembar Kerja Tim 

Verifikasi, Print 

Screen NJOP, 

Keputusan Wali 

Kota tantang 

Penetapan 

Penilaian BMD 

3 jam Hasil validasi  

  a. Membandingkan data aset KIB A DBMSDA 

dan hasil survey 

  
          

    

  b. Meneliti keberadaan lembar kerja tim 

verifikasi yang telah diketahui 

Lurah/Camat/Tokoh Masyarakat setempat 

  

        

    

  c. Meneliti keberadaan print screen NJOP 

sebagai dasar penilaian BMD dari Bapenda 

terhadap tanah jalan bernilai Rp. 1 dan Rp. 

0 

  

       

 

  

    

  d. Meneliti perhitungan nilai lahan 

berdasarkan NJOP 

  
          

      

  e. Meneliti keberadaan Keputusan Wali Kota 

tentang Penetapan Nilai Tanah Bernilai Rp. 

1 dan Rp. 0 
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LAMPIRAN XLVII 

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/2023   

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI  

 

 

 

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   



 

 Nomor SOP XLVII 

Tanggal Pembuatan  

Tanggal Revisi  

Tanggal Pengesahan  10 Maret 2023 

Disahkan Oleh WALI  KOTA BEKASI 

Nama SOP INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  

 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi. 

1. Pendidikan Minimal  D3 

2. Menguasai MS office  

3. Memahami tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 

1. SOP Rekonsiliasi Aset Tetap Antara  Pengguna Barang  dan Pengelola Barang 

Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi 

2. SOP Sensus BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota 

Bekasi 

 

Komputer 

Printer 

ATK 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika Inventarisasi Barang Milik Daerah tidak dilakukan maka mengakibatkan 

ketidaksesuaian Neraca Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi 

 

Data Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi 
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Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   
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LAMPIRAN  XLVIII 

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/2023  

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI  

 

 

 

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

SENSUS BARANG MILIK DAERAH  
 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   



 

 Nomor SOP XLVIII 

Tanggal Pembuatan  

Tanggal Revisi  

Tanggal Pengesahan  10 Maret 2023 

Disahkan Oleh WALI  KOTA BEKASI 

Nama SOP SENSUS BARANG MILIK DAERAH  
 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi. 

1. Pendidikan Minimal  D3 

2. Menguasai MS office  

3. Memahami tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 

SOP Inventarisasi Barang Milik Daerah Kota Bekasi 

 

Komputer 

Printer 

ATK 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika Sensus Barang Milik Daerah tidak dilakukan maka mengakibatkan 

ketidaksesuaian Neraca Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi 

Data Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  ( SOP ) 

SENSUS BARANG MILIK DAERAH 

 

No. Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku  

 

Ket 
Wali  Kota 

 

Pengelola 

Barang 

Pejabat 

Penatausahaan 

Barang 

Pengguna 

Barang 

Kuasa 

Pengguna/UPTD/ 

Kelurahan/UPP 

Tim Sensus 

BMD Persyaratan/ 

Kelengkapan 
Waktu  

 

Output 

1 Memerintahkan Pejabat 

Penatausaahan Barang  untuk 

melaksanakan Sensus Barang 

Milik Daerah sesuai rencana 

jadwal Sensus  

      Jadwal sensus Barang 

Milik Daerah 

15 

menit 

Disposisi  

2 Membuat draft Keputusan Wali 

Kota tentang Tim Sensus Barang 

Milik Daerah  

      Draft Keputusan Wali 

Kota  tentang Tim 

sensus Barang Milik 

Daerah 

30 

menit 

Draft Keputusan 

Wali Kota  tentang 

Tim sensus Barang 

Milik Daerah 

 

3 Menetapkan Tim sensus Barang 

Milik Daerah 

 

 

 

 

     Draft Keputusan Wali 

Kota  tentang Tim 

sensus Barang Milik 

Daerah 

1 hari Keputusan Wali 

Kota  tentang Tim 

sensus Barang Milik 

Daerah 

 

4 Menyusun Juknis Sensus Barang 

Milik Daerah  

      Draft Juknis Sensus 

Barang Milik Daerah 

3 hari Draft Juknis  Sensus 

Barang Milik Daerah 

 

5 Mengesahkan Juknis Sensus 

Barang Milik Daerah 

 

      Draft Juknis Sensus 

Barang Milik Daerah 

1 hari Juknis Sensus 

Barang Milik Daerah 

 

6 Mensosialisasikan Sensus Barang 

Milik Daerah kepada pengguna 

barang, Kuasa Pengguna/UPTD/ 

Kelurahan/UPP 

      Juknis Sensus Barang 

Milik Daerah 

1 hari Sosialisasi Sensus 

Barang Milik Daerah 
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Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     
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No. Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku  

  

Ket. 
Wali  

Kota 

Pengelola 

Barang 

Pejabat 

Penatausahaan 

Barang 

Pengguna 

Barang 

Kuasa 

Pengguna/UPTD/

Kelurahan/UPP 

Tim 

Sensus 

BMD 

Persyaratan/ 

Kelengkapan 
Waktu  

 

Output 

7 a. Mengisi Kartu Inventaris Barang 

rangkap 2, termasuk penulisan 

Nomor Kode Barang pada masing-

masing barang sebelum 

pelaksanaan sensus dan mengisi KIR 

berdasarkan letak barang menurut 

ruangan masing-masin 

b. Melaksanakan pengisian Buku 

Inventaris Barang Milik Daerah 

dalam rangkap 5 (untuk tingkat 

sekolah), rangkap 4 (untuk tingkat 

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 

Barang/UPTD/Kelurahan/UPP) , 

dalam rangkap 3 (untuk Tingkat 

Kecamatan) 

c. Menyimpan Buku Inventaris Barang 

Milik Daerah, 1 rangkap disimpan di 

unit kerja sebagai arsip (Buku 

Inventaris) dan sisanya disampaikan 

kepada unit kerja di atasnya. 

d. Menyusun rekapitulasi Buku 

Inventaris Kecamatan/UPTD/Kuasa 

Pengguna/Kelurahan/UPP 

 

     

 

 

 Buku Inventaris 

Barang Daerah 

Kota Bekasi 

 

 

 

 

 

15 

menit 

 

 

 

 

5 hari 

 

 

 

 

 

 

 

Buku Inventaris 

Barang Daerah 

Kota Bekasi 

Rekapitulasi 

Buku 

Inventarisasi 

Kec./UPTD/Kuas

a Pengguna/ 

Kelurahan/UPP 

Seluruh 

pencatatan 

dilaksanakan 

terpisah sesuai 

kepemilikan 

barang. 

Kelurahan 

menyampaikan 

kepada 

Kecamatan 

8 Menyusun rekapitulasi Buku Inventaris 

Perangkat Daerah 

 

  

      Rekapitulasi 

Buku Inventaris 

Kecamatan/UPT

D/Kuasa 

Pengguna/ 

Kelurahan/UPP 

10 hari Buku Inventaris 

Perangkat 

Daerah 
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LAMPIRAN  XLIX 

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/2023   

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI  

 

 

 

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

KAPITALISASI REHABILITASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 

PADA ASET INDUK NERACA PEMERINTAH KOTA BEKASI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   



 

  

 Nomor SOP XLIX 

Tanggal Pembuatan  

Tanggal Revisi  

Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023 

Disahkan Oleh WALI  KOTA BEKASI 

Nama SOP KAPITALISASI REHABILITASI ASET TETAP GEDUNG DAN 

BANGUNAN SERTA JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI PADA 

ASET INDUK NERACA PEMERINTAH KOTA BEKASI 
 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi. 

1. Pendidikan Minimal  D3 

2. Memiliki Kewenangan dalam Kapitalisasi BMD 

3. Dapat Mengoprasikan Komputer 

4. Memahami tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah 

 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 

1. SOP Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada BPKAD Kota Bekasi 

2. SOP Pencatatan dan Pelaporan BMD Jalan, Jaringan dan Irigasi pada BPKAD Kota 

Bekasi 

 

1. ATK 

2. Komputer 

3. Printer 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

1. Jika Kapitalisasi Rehabilitasi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Serta Jalan, 

Jaringan Dan Irigasi Pada Aset Induk Neraca Pemerintah Kota Bekasi tidak 

dilakukan maka mengakibatkan ketidaksesuaian Neraca Barang Milik Daerah 

Pemerintah Kota Bekasi. 

2. Jumlah sisa manfaat dan penambahan masa manfaat tidak boleh melebihi 

estimasi masa manfaat 

Data Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  ( SOP ) 

KAPITALISASI REHABILITASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA JALAN, JARINGAN DAN  

IRIGASI PADA ASET INDUK NERACA PEMERINTAH KOTA BEKASI 

No. Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku  
Ket 

Pengelola 

Barang 

Pejabat 

Penatausahaan 

BMD 

Pengguna 

Barang 
Persyaratan/Kelengkapan Waktu 

 

Output 

1 a. Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Barang untuk melaksanakan 

kapitalisasi rehabilitasi aset tetap gedung dan bangunan serta jalan, 

irigasi dan jaringan pada aset induk neraca Pemerintah Kota Bekasi 

b. Menghimpun data aset tetap yang akan dikapitalisasi ada Kartu 

Inventaris Daerah 

c. Mengelompokan aset tetap berdasarkan objek bangunan/ gedung/ 

nama jalan sesuai tempat lokasi aset induknya sesuai data Kartu 

Inventaris Daerah 

d. Meneliti nilai pemeliharaan/ rehab/ peningkatan/ perbaikan aset 

tetap yang di bawah nilai kapitalisasi 

e. Memisahkan pencatatan nilai pemeliharaan/ rehab/ peningkatan/ 

perbaikan aset tetap yang di bawah nilai kapitalisasi sesuai kebijakan 

Akuntansi 

f. Melaksanakan perhitungan kapitalisasi Barang Milik Daerah, yang 

meliputi : 

1) Perhitungan penggabungan nilai aset induk dan pemeliharaan/ 

rehab/ peningkatan/ perbaikan sesuai aset induknya 

2) Perhitungan persentase penambahan biaya pemeliharaan/ rehab/ 

peningkatan/ perbaikan terhadap aset induknya per tahun 

3) Perhitungan penambahan masa manfaat dengan memperhatikan 

persentase penambahan biaya pemeliharaan/ rehab/ 

peningkatan/ perbaikan terhadap aset induk, estimasi masa 

manfaat aset tetap dan sisa manfaat 

4) Pemeliharaan/ rehab/ Peningkatan/ perbaikan terhadap aset 

induk estimasi masa manfaat aset tetap dan sisa manfaat  

g. Melaporkan hasil perhitungan kapitalisasi aset tetap kepada 

pengelola barang 

h. Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah untuk 

melakukan validasi kapitalisasi aset tetap 

   KIB Per Jenis Barang 

1. KIB Per Jenis Barang 

2. Data aset tetap yang sudah 

dikelompokan sesuai 

tempat lokasi induknya 

3. Peraturan Walikota tentang 

Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kota Bekasi  

4. Data aset tetap yang sudah 

diteliti nilainya  

5. Data aset tetap yang sudah 

dikapitalisasi 

6. Data perhitungan 

persentase penambahan 

biaya  pemeliharaan/ 

rehab/ peningkatan/ 

perbaikan terhadap aset 

induknya          

7. Hasil perhitungan 

kapitalisasi aset tetap   

8. Data penambahan masa 

manfaat aset tetap   

9. Surat pengantar dari 

Pengguna Barang 

10. Hasil Perhitungan 

Kapitalisasi Aset Tetap  

2 Hari 

 

Surat Instruksi 

1. Kartu 

Inventaris 

Daerah yang 

sudah di teliti  

2. Data aset 

tetap yang 

sudah 

dikapitalisasi 

dan 

digabungkan 

sesuai aset 

induknya  

3. Disposisi 

Sekretaris 

Daerah 

4. Surat Perintah 

untuk 

melaksanakan 

validasi 
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LAMPIRAN L 

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/2023 

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI  

 

 

 

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

REKONSILIASI ASET TETAP ANTARA PENGGUNA BARANG DENGAN PENGELOLA BARANG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   



 

 

 

 Nomor SOP L 

Tanggal Pembuatan  

Tanggal Revisi  

Tanggal  Pengesahan  10 Maret 2023 

Disahkan Oleh WALI  KOTA BEKASI 

Nama SOP Rekonsiliasi Aset Tetap Antara  Pengguna Barang Dengan 

Pengelola Barang 

 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi. 

1. Pendidikan Minimal  D3 

2. Memiliki kewenangan dalam kapitalisasi BMD  

3. Dapat Mengoprasikan Komputer 

4. Memahami tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 

SOP Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah 

 

1. ATK 

2. KOMPUTER 

3. PRINTER 

 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika Rekonsiliasi Aset Tetap Antara  Pengguna Barang Dengan Pengelola Barang 

tidak dilakukan maka mengakibatkan ketidaksesuaian Neraca Barang Milik Daerah 

Pemerintah Kota Bekasi. 

 

Data Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Kepala BPKAD     

Kabag. Hukum     

Kabag. Organisasi   

PEMERINTAH KOTA BEKASI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
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